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Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
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Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan
Anak

Tanggal

24 Oktober 2025

Dasar Penyusunan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata

Rancangan Kelola  Penyelenggaraan Sistem  Elektronik  dalam
Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7105).

Prioritas/Urgensi Sangat segera

a. Melaksanakan amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6,
Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10),
Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk menurunkan
ketentuan umum PP menjadi pedoman teknis yang jelas
bagi  penyelenggara sistem elektronik (PSE).
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan
Anak (RPM Pelaksanaan PP Tunas) ini akan
memastikan tata kelola penyelenggaraan sistem
elektronik yang aman bagi anak, termasuk perlindungan
data dan mekanisme penanganan konten berisiko.

b. RPM Pelaksanaan PP Tunas ini juga diperlukan untuk
mengatur identifikasi dan pemeringkatan risiko konten,
sehingga penanganan ancaman terhadap anak dapat
dilakukan secara cepat dan terukur. Selain itu, RPM
Pelaksanaan PP Tunas memfasilitasi koordinasi lintas
sektor antara kementerian/lembaga, PSE, dan
masyarakat, memastikan tidak ada tumpang tindih atau
kekosongan regulasi.

c. RPM Pelaksanaan PP Tunas ini menyediakan kerangka
monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas
perlindungan anak digital, sekaligus memberikan
kepastian hukum bagi PSE terkait kewajiban dan
batasan hukum dalam pengelolaan konten anak.
Dengan demikian, RPM Pelaksanaan PP Tunas menjadi
instrumen penting untuk mewujudkan pelindungan anak
yang konsisten dan terintegrasi di ruang digital.

Latar Belakang

Penyusunan Perataran—Mentert RPM Pelaksanaan PP
Tunas ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan
pedoman teknis yang jelas dalam pelindungan anak di ruang
digital, sejalan dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2025
(PP TUNAS). Peraturan PP TUNAS ini-menetapkan batasan




minimum usia anak dalam penggunaan produk, layanan,
dan fitur digital, mengatur penilaian profil risiko setiap produk
dan layanan, serta memperkuat mekanisme pengawasan
penyelenggaraan sistem elektronik. Dengan demikian,
peraturan ini  bertujuan memastikan keselamatan,
kesehatan, dan perlindungan hak anak secara konsisten di
era digital.

PP TUNAS memberikan masa transisi atau grace period
selama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya, agar
penyelenggara—sistem-elektrentk(PSE} memiliki waktu yang
cukup untuk menyesuaikan sistem dan operasionalnya agar
sesuai dengan ketentuan PP TUNAS. Pada periode ini,
pemerintah juga menyiapkan RanearganPeratarantentert
{RPM¥y-yang akan mengatur hal-hal teknis sebagai turunan
dari PP TUNAS. RPM Pelaksanaan PP Tunas ini bertujuan
memberikan pedoman yang jelas dan terukur bagi PSE
serta pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan
kewajiban perlindungan anak digital, termasuk mekanisme
penilaian risiko, batasan usia pengguna, dan pengawasan
sistem elektronik. Dengan adanya masa transisi dan regulasi
teknis ini, implementasi PP TUNAS diharapkan dapat
berjalan lebih efektif dan dapat diikuti secara konsisten oleh
seluruh pemangku kepentingan.

Maksud dan Tujuan

RareanganPeraturan-Menteri(RPM)Pelaksanaan PP Tunas

disusun untuk menurunkan ketentuan umum PP TUNAS
menjadi pedoman teknis yang jelas dan operasional,
sehingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan
pemangku kepentingan lain dapat menerapkan kewajiban
perlindungan anak digital secara konsisten. RPM
Pelaksanaan PP Tunas bertujuan memberikan panduan
terkait batasan usia anak, penilaian risiko produk, layanan,
dan fitur digital, serta mekanisme pengawasan sistem
elektronik, sekaligus menjamin kepatuhan PSE, memperkuat
perlindungan anak, dan memfasilitasi koordinasi lintas sektor
dalam implementasi PP TUNAS.

Pokok-Pokok Pengaturan

Pel-l-nelﬁ-ngan—Anak RPM Pelaksanaan PP Tunas berdasarkan amanat PP Tunas terdiri
dari 8 (delapan) Bab dan 73 (tujuh puluh tiga) Pasal dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Ketentuan Umum;

BAB II: Informasi Batasan Minimum Usia Anak Yang Dapat Menggunakan Produk,

Layanan, dan Fitur;




BAB IlI: Penilaian Profil Risiko Produk, Layanan, dan Fitur;
BAB |IV: Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak:
BAB V: Sanksi Administratif;

BAB VI. Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan atau Tindakan
Administratif; dan

BAB VII: Ketentuan Penutup.

Naskah Analisis Kebijakan

Judul Naskah Analisis Kebijakan

Rancangan Peraturan Menteri tentang Petaksana—Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem
Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

Rumusan Masalah

1. Dalam era digital saat ini, privasi dan keamanan menjadi isu yang semakin
penting. Penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, serangan siber, dan
kebocoran informasi pribadi adalah ancaman yang harus ditangani dengan
serius. Perlindungan data pribadi pengguna dan implementasi langkah-langkah
keamanan yang kuat menjadi tantangan dalam tata kelola internet. Seiring
dDengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, anak juga
telah menggunakan banyak waktu mereka untuk berinteraksi dalam ruang digital
dengan menggunakan berbagai produk dan layanan digital yang tersedia secara
gratis maupun berbayar. Beargan—mMelihat fenomena tersebut, dipandang perlu
untuk melindungi hak anak di ruang digital dalam penggunaan produk atau
layanan digital baik yang dirancang atau diselenggarakan secara khusus untuk
anak maupun produk atau layanan digital yang mungkin diakses oleh anak.

2. Seiring dengan semakin meluasnya transformasi digital dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, Anak
telah menjadi bagian dari pengguna berbagai Produk, Layanan, dan Fitur yang
diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik. Komputer, laptop, tablet,
Smartphone, konsol gim, website, media sosial, dan berbagai Produk, Layanan,
dan Fitur lainnya telah digunakan Anak untuk memenuhi kebutuhan atau
kepentingannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi di ruang digital.
Penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur tersebut, jika digunakan secara tepat,
dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan Anak.
Akan tetapi, dalam berbagai situasi, Anak belum memiliki kapasitas atau
kemampuan untuk memahami berbagai risiko atau potensi pelanggaran hak
Anak yang mungkin terjadi dalam penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur. Oleh
karena itu, interaksi atau komunikasi yang dilakukan Anak secara elektronik
dapat menimbulkan dampak negatif terhadap privasi, keselamatan, dan
kesejahteraan Anak. Penggunaan atau penjualan data Anak untuk kepentingan
marketing atau kepentingan tidak sah lainnya, dan eksploitasi ekonomi atau




pelecehan seksual terhadap Anak merupakan beberapa contoh dampak negatif
yang dimaksud.

Penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur oleh Anak membutuhkan perhatian
khusus dan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam memberikan
pelindungan dan pemenuhan hak Anak di ruang digital dalam penggunaan
Produk, Layanan, dan Fitur yang dirancang secara khusus untuk Anak maupun
Produk, Layanan, dan Fitur yang mungkin diakses oleh Anak untuk menciptakan
ruang digital yang lebih aman bagi Anak dalam menggunakan Produk, Layanan,
dan Fitur untuk belajar, menjelajah, dan bermain sesuai dengan usia Anak
sehingga pemenuhan terhadap hak Anak dalam ruang digital menjadi optimal.
Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, negara hadir dalam melindungi
hak-hak anak di ruang digital melalui kebijakan tata kelola sistem elektronik yang
berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebagai wujud nyata dari tanggung
jawab ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang
diundangkan pada tanggal 28 Maret 2025.

. Faktor Lain yang mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (RPM
Pelaksanaan PP TUNAS) yaitu:




a. Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat (5),

Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10), Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak perlu diatur
dalam RPM Pelaksanaan PP TUNAS. PeFa-t-H-Fa-H—MeH-teH—KeH‘rH-H-HéaSi—daﬁ

Ruang Lingkup
Pokok plklran lingkup, atau objek yang akan diatur dalam Raﬁeahg-aﬁ—PePa‘Eumﬁ

1.

Pelaksanaan PP TUNAS yaitu:

a.

BAB I. Ketentuan Umum — Mengatur definisi, ruang lingkup, dan prinsip dasar
pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

BAB II: Informasi Batasan Minimum Usia Anak — Menetapkan batas usia
minimum anak yang dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur digital untuk
memastikan keamanan dan perlindungan mereka.

BAB Ill: Penilaian Profil Risiko Produk, Layanan, dan Fitur — Mengatur
mekanisme identifikasi dan evaluasi risiko setiap produk dan layanan terhadap
keselamatan dan kesehatan anak.

. BAB IV: Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik — Mengatur tata cara

monitoring, pelaporan, dan penanganan konten berisiko yang dapat
membahayakan anak.

BAB V: Sanksi Administratif — Menetapkan jenis sanksi bagi PSE yang tidak
mematuhi ketentuan perlindungan anak digital.

BAB VI. Tata Cara Pengajuan Keberatan — Mengatur prosedur pengajuan
keberatan terhadap keputusan atau tindakan administratif terkait perlindungan
anak.

BAB VII: Ketentuan Penutup - Menyediakan ketentuan akhir terkait
pelaksanaan, evaluasi, dan koordinasi implementasi peraturan.




RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini mencakup seluruh aspek teknis turunan dari PP
TUNAS, termasuk:

a.

e.

Penentuan batasan minimum usia anak dalam penggunaan produk, layanan,
dan fitur digital.

Mekanisme penilaian profil risiko setiap produk, layanan, dan fitur.

Pengawasan dan monitoring penyelenggaraan sistem elektronik untuk
mencegah risiko bagi anak.

Penetapan sanksi administratif dan prosedur keberatan terkait keputusan atau
tindakan administratif.

Ketentuan peralihan bagi PSE untuk menyesuaikan sistem dan operasionalnya
agar sesuai regulasi.

2. Maksud dan tujuan penyusunan RPM Pelaksanaan PP TUNAS yakni:

a.

Memastikan perlindungan anak di ruang digital melalui penyelenggaraan sistem
elektronik yang aman dan bertanggung jawab.

melindungi hak anak di ruang digital dalam penggunaan produk atau layanan
digital baik yang dirancang atau diselenggarakan secara khusus untuk anak
maupun produk atau layanan digital yang mungkin diakses oleh anak.

untuk menurunkan ketentuan umum PP TUNAS menjadi pedoman teknis yang
jelas dan operasional, sehingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan
pemangku kepentingan lain dapat menerapkan kewajiban perlindungan anak
digital secara konsisten.

. memberikan panduan terkait batasan usia anak, penilaian risiko produk,

layanan, dan fitur digital, serta mekanisme pengawasan sistem elektronik,
sekaligus menjamin kepatuhan PSE, memperkuat perlindungan anak, dan
memfasilitasi koordinasi lintas sektor dalam implementasi PP TUNAS.

3. Seluruh isi kebijakan pada RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini dapat menjawab
permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan meliputi:

a.

o

pelindungan Anak yang menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur yang
dikembangkan dan/ atau diselenggarakan PSE;

RPM ini memberikan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam
memberikan pelindungan terhadap Anak yang menggunakan Produk, Layanan,
dan Fitu

RPM ini sebagai ketentuan teknis dalam pemanfaatan teknologi untuk
mendukung hak anak meliputi, hak untuk hidup, hak tumbuh kembang Anak,
hak perlindugan dan hak partisipasi anak.

RPM ini sebagai ketentuan teknis dalam penerpana prinsip-prinsip dasar dan
standar pelindungan Anak dalam penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang
berfokus pada kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the child).

Sasaran dan Jangkauan Pengaturan




1. Stakeholders yang terkait dengan RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini, sebagai
berikut:
Sasaranutamameliput
a. penyelenggara-sistem—elekirontk+{PSE,
b. pemerintah pusat dan daerah,
c. lembaga pengawas, serta
d. masyarakat sebagai pengguna produk dan layanan digital, khususnya
anak-anak.

Rapat Kick-off pembahasan Draf Awal

Izin Prakarsa kepada Menteri Komdigi
Rapat Sinkronisasi

Konsultasi Publik

Rapat Harmonisasi Internal Komdigi
Rapat Harmonisasi Eksternal (Kemenkum)
Penetapan

Penyusunan Laporan

Adapun rencana metode dokumentasi bukti dukung selama proses penyusunan RPM
Pelaksanaan PP TUNAS berjalan yaitu ....

Manfaat Strategis




Manfaat strategis dari RareanganReraturan-Menter{RPM) Pelaksanaan PP TUNAS ini

antara lain:

1.

Perlindungan Anak yang Lebih Efektif — Memberikan pedoman teknis bagi
penyelenggara—sistem—elektronik—PSE} untuk mencegah anak terpapar konten

berisiko dan memastikan keselamatan serta kesehatan mental anak terjaga.

. Kepastian Hukum bagi PSE — Menyediakan aturan yang jelas mengenai kewajiban

dan batasan operasional PSE dalam pelindungan anak, sehingga mengurangi
potensi sengketa hukum.

Standarisasi Implementasi PP TUNAS — Menurunkan ketentuan umum PP menjadi
aturan operasional yang konsisten dan dapat diterapkan oleh seluruh pemangku
kepentingan.

Koordinasi Lintas Sektor yang Lebih Baik — Memfasilitasi sinergi antara pemerintah,
PSE, dan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan perlindungan anak
digital.

Monitoring dan Evaluasi Terukur — Menyediakan indikator dan mekanisme evaluasi
untuk menilai efektivitas perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem
elektronik.

RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini secara strategis memastikan implementasi PP
TUNAS dapat berjalan efektif, konsisten, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat
ekosistem digital yang aman bagi anak.

Konsultasi Publik

1.

RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini akan dikonsultasikan kepada pemangku
kepentingan, yaitu:

a. PSE,

b. pemerintah pusat dan daerah,

c. lembaga pengawas, serta
d

masyarakat sebagai pengguna produk dan layanan digital, khususnya
anak-anak.

. Konsultasi publik rencananya akan dilaksanakan sebanyak beberapa kali baik
secara daring, luurring maupun melalui situs web komdigi.go.id milik Kementerian
Komunikasi dan Digital dalam rentang waktu penyusunan RPM Pelaksanaan PP

Alternatif 1: Penyusunan RPM Pelaksanaan PP TUNAS




Kelebihan:
a.

b.

C.
Kekurangan:
a. .

b. ..

c. ..

Alternatif 2: Surat Edaran Menteri

Kelebihan:

a. Proses penyusunan membutuhkan waktu singkat.

b. ..

c. ..

Kekurangan:

a. Posisi Surat Edaran Menteri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang dapat
megikat PSE untuk patuh kepada kebijakan.

b. ..

c. ..

Berdasarkan kajian 2 (dua) alternatif kebijakan di atas, maka disimpulkan bahwa
alternatif 1 (satu) yakni RPM Pelaksanaan PP TUNAS yang dipilih karena memberikan
kepastian hukum atas kebutuhan pengaturan-pengaturan yang belum diatur

sebelumnya.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak Strategi Mitigasi

Implementasi RPM Pelaksanaan PP | Risiko dapat dimitigasi dengan dilakukan
TUNAS ini berpotensi menimbulkan | melalui beberapa langkah strategis sebagai

beberapa risiko, antara lain | berikut:
keterlambatan pgnyesualan S|s’FemP()SIIeEt; 1. pemerintah perlu memberikan
penyelenggara—sisterm—elekirontk—

pendampingan dan sosialisasi intensif
kepada PSE selama masa transisi agar
mereka memahami kewajiban teknis dan
dapat menyesuaikan sistem secara tepat
waktu.

2. dibuat bimbingan teknis dan standar
operasional prosedur yang jelas untuk
meminimalkan interpretasi yang berbeda

yang belum siap, peningkatan beban
administratif dan teknis terkait penilaian
risiko, monitoring, dan pelaporan, serta
kemungkinan tumpang tindih atau
perbedaan interpretasi ketentuan antara
pemerintah dan pemangku kepentingan.
Selain itu, beberapa PSE mungkin
menunda atau mengurangi layanan

tertentu yang ditujukan untuk anak guna dan. . mempgrmudah . pglaksanaan
, ) . . . penilaian risiko, monitoring, dan
menghindari sanksi administratif,
pelaporan.

sehingga memerlukan pemantauan dan
pendampingan yang tepat untuk
memastikan  implementasi  berjalan
efektif.

3. penerapan fase implementasi bertahap
dan mekanisme grace period dapat
membantu PSE menyesuaikan layanan
tanpa mengganggu operasi.




4. pemerintah perlu membangun
mekanisme koordinasi lintas sektor yang
aktif untuk mengatasi masalah tumpang
tindih regulasi atau hambatan teknis.
Terakhir, dilakukan monitoring dan
evaluasi berkala untuk mengidentifikasi
kendala lebih awal dan menyesuaikan
kebijakan atau prosedur agar
implementasi RPM Pelaksanaan PP
TUNAS tetap efektif dan berkelanjutan.

Dampak Anggaran

kemungkinan-Kebutuhan anggaran yang akan terpakai dalam penyusunan Raneangan
Reraturan—Mentert RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini sebesar Rp. 300.000.000,-, yang

diantaranya akan digunakan untuk kajian ilmiah dari para pakar pelindungan Anak,
simulasi penilaian asesmen risiko, rapat koordinasi pembahasan awal, koordinasi
finalisasi, harmonisasi Biro Hukum, dan harmonisasi Kementerian Hukum.

Dampak Regulasi

Rancangan—Perataran—-enteri RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini akan melaksanakan
ketentuan teknis sebagalmana yang diatur dalam Pera%&ran—Pemeﬁn%ah—NemeH-F

AﬁﬂkPP TUNAS. Jika RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini tldak ada maka akan terjadi
kekosongan hukum pasca diundangkannya PP-4#2625 TUNAS:

Strategi Implementasi

1. Langkah langkah utama (key steps) sebagai rencana aksi dalam

mengimplementasikan RPM Pelaksanaan PP TUNAS ini setelah ditetapkan dan
diundangkan antara lain:

a. Sosialisasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dan Masyarakat.
b. Penyesuaian SOP Internal Ditjen Pengawasan Ruang Digital terutama dalam
bidang Pengawasan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Rencana monitoring implementasi kebijakan setelah RPM Pelaksanaan PP TUNAS

ini ditetapkan dan diundangkan antara lain:
a. ..
b. ..

Lampiran

Draf RPM Pelaksanaan PP TUNAS




